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<b>ABSTRAK</b><br>

<br><br>

Perusahaan pelayaran dalam negeri dan asing memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan
globalisasi ekonomi dunia masa mendatang. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan pelayaran dalam
negeri tergolong lamban, terbukti dari ketimpangan penguasaan muatan yang masih di dominasi oleh
pelayaran asing. Dominasi pelayaran asing khususnya untuk muatan angkutan luar negeri tidak bisalepas
dari persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan pihak Indonesia. Sistem pembayaran untuk
transaks import menggunakan Cost, Insurance and Freight (CIF) dan untuk eksport menggunakan sistem
Free On Board (FOB), sehingga penentuan kapal pengangkut berada pada pihak penjual. Pembayaran sewa
atau ongkos angkut kapal untuk pengangkutan orang danlatau barang merupakan objek Pajak Penghasilan.
<br><br>

Penelitian dalam penulisan tesisini menggunakan analisa teoritis dan analisa deskriptif kwantitatif dengan
bantuan program Statistical Package for Social Scientiest, agar dapat diketahui tanggapan para responden
dan korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat lainnya. Questioner disampaikan secara langsung
kepada staf terkait perusahaan pelayaran dalam negeri anggota INSA yang berdomisili di DKJ Jakarta
mewakili Wajib Pajak.

<br><br>

Dari hasil pembahasan di peroleh kesimpulan bahwa dasar hukum pemungutan Pajak Penghasilan yang
berlaku sekarang ini tidak di landasi dasar hukum yang tepat sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Pajak Penghasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan pajak melalui Norma Penghitungan
Khusus dan bersifat final memudahkan administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak serta mempunyai
korelasi yang kuat satu sama lain. Meskipun ketentuan tersebut diakui memudahkan dan meningkatkan
kepatuhan pajak, pararesponder berpendapat bahwa kebijakan tersebut cenderung tidak adil. Sistem
pemungutan dan pengenaan pajak PPh bagi Wajib Pajak pelayaran dalam negeri menerapkan global taxation
system dan schedular taxation system sekaligus. Bila di tinjau dari sudut pandang keadilan pajak, ketentuan
tersebut tidak mencerminkan keadilan pajak dan menimbulkan ketidak efisienan bagi Wajib Pajak.
<br><br>

Meskipun pihak Direktorat Jenderal Pagjak telah beberapa kali mengeluarkan beberbagai peraturan,
ketentuan yang berlaku terakhir ini ternyata masih kurang efektif, bahkan semakin menyimpang dari azas-
azas perpajakan yang berlaku umum. Untuk itu perlu dicarikan suatu kebijakan baru yang lebih tepat agar di
masa-masa mendatang penerimaan pajak dari sektor usaha pelayaran dapat mengambil peran yang lebih

besar terhadap pembangunan nasional.
<br><br>
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